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ABSTRAK 

 
Sri Yuli.  Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Hamil / 

Bunting (Studi Kasus Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang) (dibimbing oleh 

Bapak Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag.) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli sapi hamil atau 

bunting menurut perpektif hukum ekonomi syariah di Desa Malimpung Kabupaten 

Pinrang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran 

yang sistematis dan akurat mengenai praktik jual beli sapi di dalam kandungan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sapi bunting di Desa 

Malimpung dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Pembeli diberi 

kesempatan untuk melihat kondisi fisik sapi, sementara penjual menyampaikan 

informasi mengenai kesehatan sapi, status kebuntingan, perkiraan usia kandungan, 

serta risiko yang mungkin terjadi. Penentuan harga sapi didasarkan pada kondisi 

induk sapi, seperti kesehatan, ukuran tubuh, dan jenis sapi, dengan penambahan harga 

apabila sapi dalam kondisi bunting. Praktik ini dilakukan atas dasar kejujuran dan 

kerelaan kedua belah pihak serta dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Namun, 

ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli sapi bunting tersebut 

masih mengandung unsur gharar (ketidakpastian), karena janin dalam kandungan 

belum jelas kepastian hidup, kondisi, dan kualitasnya. Penentuan harga yang 

dipengaruhi oleh keberadaan janin berpotensi termasuk dalam kategori bai‗ al-ḥaml 

apabila janin dijadikan sebagai objek utama akad, yang oleh mayoritas ulama 

dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, meskipun praktik tersebut sah secara sosial, 

diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. 

 

 

 Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Sapi Bunting, Gharar 
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TRANSLITERASI ARAB LATIN 

A. Transliterasi  

1. Konsonan  

       Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang secara grafis diwujudkan 

dalam bentuk huruf Arab, dalam sistem transliterasi mengalami variasi 

representasi: sebagian direpresentasikan dengan huruf saja, sebagian 

lainnya dengan tanda baca tertentu, dan ada pula yang menggunakan 

kombinasi antara huruf dan tanda. 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak Dilambangkan Tidak ا

Dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik ث

diatas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik ح

dibawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik ذ

diatas 



xv 
 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik ص

dibawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik ض

dibawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik ط

dibawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 Àin ` Koma Terbalik ع

(diatas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن



xvi 
 

 Waw W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ´ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) Apabila fonem tersebut muncul di awal kata, penulisannya 

mengikuti vokal tanpa disertai tanda khusus. Namun, jika fonem tersebut 

berada di posisi tengah atau akhir kata, maka digunakan tanda (´) untuk 

menandainya. 

a. Vokal  

        Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas  

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan melalui tanda 

baca khusus yang dikenal sebagai harakat. Adapun bentuk 

transliterasinya dijelaskan sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اَ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U اُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā‟ Ai a dan i ي..َ.

 fatḥah dan wau Au a dan u و...َ

Contoh : 

  Kaifa :  كيَفَ

  Haula :  هَوْلَ

b. Maddah  

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif yā‟‟ Ā a dan i ا..َ..ى..َ

 ىِ
Kasrah dan yā‟‟ Ī 

i dan garis di 

atas 

 وُ
Dammah dan wau Ū 

u dan garis di 

atas 
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Contoh: 

 Mata :    ماَثَ

 Ramā :   رَمَى

 qila :    قيِِِِِْلَ

 yamūtu  :يمَوُْثُ

 

c. Ta marbuta 

        Transliterasi untuk ta marbuta ada dua: 

 Ta marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, 

dan dammah, transliterasinya adalah (t). 

 Ta marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah (h). 

 Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuta diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka ta marbuta itu ditransliterasikan dengan 

ha (h). 

Contoh  

 rauḍah al-jannah  atau rauḍatul jannah : :رَوْضَتُالخنًَتِ

 Al-madīnah al-fādilah atau al-madīnahtul fādilah : المَديِنَتُالفَاضِلٔتَِ

 Al-hikmah :           الحكِمَْتُ
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d. Syaddah (tasydid) 

       Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  ؐ ), dalam transliterasinya 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ربََّناَ

 najjainā : نَخيََّنَْا

ؔ  Al-ḥaqq : الحَقُ

 Al-ḥajj : الحَجُؔ

 

e. Kata Sandang 

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan 

huruf لا (alif-lam ma‗rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang tersebut ditransliterasikan secara konsisten sebagai al-, baik 

ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Penulisan kata 

sandang dilakukan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan menggunakan tanda hubung (-). 

Contoh: 

 Al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشمَْسُ

  Al-zalzalah : اَلزَؔلزَلتَُ

 Al-falsafah : الفَلسفَتُ

 Al-bilādu : البِلاَدُ
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f. Hamzah  

Penggunaan tanda apostrof (`) dalam transliterasi huruf 

hamzah hanya diterapkan apabila hamzah berada di posisi tengah atau 

akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak 

diberikan lambang khusus karena dalam tulisan Arab huruf tersebut 

dituliskan sebagai alif. 

Contoh: 

رُوْنَ تَامَُ  : Ta‟ murūna 

لنوّْءُا  : Al-nau‟ 

 Syai‟un : شَيْءٌ

رْثُ أمُِ  : umirtu 

 

g. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang perlu 

ditransliterasikan adalah yang belum mengalami pembakuan dalam 

bahasa Indonesia. Sebaliknya, istilah yang sudah umum digunakan dan 

telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau lebih sering 

ditulis dalam bentuk ejaan Indonesia, tidak perlu lagi ditransliterasikan. 

Contoh: 

Fīẓilāl al-qur‟an 

Al-sunnah qabl al-tawin 

Al-ibārat bi „umum al-lafẓ lā bi khusus al-sa 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Agama Islam telah mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur 

hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang bisa disebut dengan 

muamalah ma‟allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang 

biasa disebut dengan muamalah ma‟anas. Salah satu kegiatan yang tidak bisa 

lepas dari kegiatan muamalah adalah transaksi jual beli. Dilihat dari kacamata 

sejarah, pada awalnya aktivitas jual beli dilakukan melalui barter atau tukar 

menukar barang, namun seiring dengan berkembangnya zaman, kini jual beli 

dipandang sebagai kegiatan transaksi atau tukar menukar uang dengan suatu 

barang. Islam sendiri mengatur transaksi ini dalam ilmu fikih.
1
  

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap Muslim pasti 

melaksanakan suatu transaksi yang bisa disebut dengan jual beli. Jual beli 

diperolehkan oleh Allah SWT bila tidak melanggar hukum asal yang 

mengharamkannya, jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran 

barang (barter),  jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk 

menyebut dari dua transaksi yang terjadi sekaligus, yakni menjual dan 

membeli. Sementara secara terminologi, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa 

jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar 

                                                           
1
Jefri Purwo Carito, ―Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting Di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah 

Lampung Tengah)‖ (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020). h.1. 
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menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan 

manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.
2
  

Jual beli dalam Islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada 

prinsip kejujuran. Jual beli yang didalamnya mengandung prinsip 

ketidakjujuran, pemaksaan, atau bahkan penipuan itu tidak sah dalam kegiatan 

jual-beli. Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir 

dilakukan oleh seseorang setiap hari. Penjual sebagai pihak yang menjual 

barang membutuhkan para pembeli, demikian halnya disisi lain sipembeli juga 

membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah pihak saling menghormati 

hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjalin hubungan yang 

saling menguntungkan.
3
  

Dalam jual beli sifat jujur dan trasparan menjadi dasar kepercayaan satu 

sama lain, selain itu etika jual beli juga harus diperhatikan dalam melaksanakan 

transaksi, jujur dan transparan dalam hal ini seperti menjelaskan kelebihan dan 

kekurangan barang yang dijual sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan 

berlangsung atas dasar suka sama suka.
4
 Dalam menjalankan bisnis, satu hal 

yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu 

cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan 

                                                           
2
Dafit Fitra Irawan dan Nara Purnama Wari, ―Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting 

Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus: Di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui),‖ 

FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2023): h.73–74. 
3
Takbir Wahyudi dan Indah Purbasari, ―Praktik Jual Beli Hewan Yang Sedang Mengandung 

Di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Persepektif Hukum Islam,‖ Journal of Islamic Civilization 2, no. 2 

(2020): h.90–97. 
4
Nurul Muslimah, ―Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan 

Sistem Ncare Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima‖ (Skripsi Mahasiswa:Universitas 

Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021), h.1. 
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harus ditegakan isinya. Menurut para ulama Fiqih, kata akad didefinisikan 

sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari‟at yang 

menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.  

Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau 

tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut 

dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam 

ini disebut dengan „urf. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan 

pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi 

yang semakin berkembang terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada 

ketegasan hukum dalam Al-Qur‗an dan Hadits.
5
 

Menurut fuqaha, ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, 

lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Pada ayat ini Allah 

mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan 

(dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, 

yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jual beli pada dasarnya dianjurkan 

atau dihalalkan dalam islam, akan tetapi dapat berubah mejadi sunnah, makruh 

maupun haram. Jual beli menjadi sunnah apabila seseorang bersumpah menjual 

suatu barang dan tidak membuat bahaya untuk dirinya, jual beli menjadi 

makruh apabila barang yang diperjual belikan hukumnya makruh, dan menjadi 

haram apabila barang yang diperjual belikan merupakan barang haram.
6
 

Uniknya terdapat praktik jual beli yang masih mengikuti kebiasaan lama 

yang telah berkembang dalam masyarakat, yakni praktik jual beli induk hewan 

                                                           
5
Fitra Rizal, ―Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,‖ 

Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam 1, no. 2 (2019): h.153. 
6
Apipudin, ―Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri 

Dalam Kitab Al-Fiqh ‗Ala Al-Madahib Al-Arba‘Ah),‖ Jurnal ISLAMINOMIC 5, no. 2 (2016): h.82. 
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ternak yang sedang dalam keadaan mengandung. Dalam praktik jual beli ini, 

para pihak saling bertemu untuk melakukan praktik jual beli. Jual beli sendiri 

adalah proses tukar menukar uang dengan benda atau barang yang memiliki 

nilai atau harga dimana kedua belah pihak saling menyetujui dan menyepakati. 

Praktik jual beli sapi yang dilakukan Di Desa Malimpung Kabupaten 

Pinrang, kedua pihak saling menyepakati bahwa harga hewan ternak yang 

mengandung dipatok lebih rendah dan bisa saja berubah tergantung dengan 

hewan ternak yang dilahirkan. Perubahan harga ini terjadi karena status anak 

dari hewan ternak yang masih di dalam kandungan ini masih belum jelas 

statusnya. Hewan tersebut bisa lahir dalam kondisi sehat, atau sakit bahkan 

mati. Selain itu, belum jelas pula jenis kelaminnya. Padahal jenis kelamin juga 

ikut mempengaruhi harga. Lain lagi jika anak dari hewan ternak tersebut sudah 

melahirkan dan induk bersamaan dengan anak dari hewan ternak tersebut dijual 

dengan harga pada umumnya. 

Praktik ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk diteliti sebab objek 

jual beli pelunasan sisa pembayaran tersebut mengandung unsur ketidakpastian. 

Ketidakpastian tersebut dikarenakan objek jual beli berstatus induk hewan yang 

masih mengandung. Pada dasarnya, hukum jual beli dalam Hukum Islam 

masuk dalam bidang Muamalah. Kaidah Fiqh Muamalah ini dapat berlaku 

secara umum karena merupakan hukum duniawi yang artinya peraturan yang 

mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia yang hidup dalam 

bermasyarakat tanpa melihat suatu golongan tertentu yang bertujuan untuk 

memperoleh sesuatu yang dibutuhkan.  
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Namun, kebiasaan menjual induk beserta anak dalam kandungannya ini 

menimbulkan ketidakpastian khususnya pada penentuan harga. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, bahwa para pihak dapat mengalami kerugian 

karena ketidakpastian tersebut yang mana ketidakpastian tersebut dalam 

Hukum Islam disebut dengan gharar. Gharar dalam Hukum Islam hukumnya 

dilarang karena termasuk ke dalam unsur larangan dan perbuatan tersebut harus 

dihindari dalam transaksi muamalah  Maksud dari menghindari perbuatan 

gharar adalah agar kepentingan para pihak yang melakukan akad jual beli induk 

hewan ternak yang sedang mengandung tersebut terlindungi. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Analisis 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik  Jual Beli Sapi Di Dalam 

Kandungan (Studi Kasus Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang). Peneliti 

ingin mengetahui kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan teori 

yang digunakan oleh peneliti bahwasannya jual beli yang dilarang adalah jual 

beli janin yang masih di dalam induk sapi sedangkan jual beli yang terjadi di Di 

Desa Malimpung Kabupaten Pinrang adalah jual beli induk sapi yang masi 

didalam kandungan sehingga janin induk sapi mengikuti praktik jual beli 

tersebut. 

B. Rumus Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penyusun 

menemukan sebuah pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik jual bali sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung 

Kabupaten Pinrang? 



6 
 

 
 

2. Bagaimana Akad jual beli sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung 

Kabupaten Pinrang? 

3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli 

sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitianini yaitu terjawabnya 

masalah yang dirumuskan antara lain: 

1. Untuk menganalisis Mekanisme praktik jual bali sapi hamil atau bunting di 

Desa Malimpung Kabupaten Pinrang 

2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 

jual beli sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dalam tujuan penelitian yang telah 

penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi kegunaan dari penelitian ini: 

1. Secara Teoritis 

Hasil yang didapat nantinya dapat berpengaruh terhadap 

perkembangan keilmuan, khususnya pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah 

dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membandingkan dan 

menyempurnakan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang mekanisme 

praktik jual beli hewan sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung 

Kabupaten Pinrang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bagi pembaca diharapkan menjadi acuan dalam 

bermuamalah khususnya dalam praktik jual beli hewan sapi hamil atau 
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bunting. Dan bagi pelaku atau peternak diharapkan menjadi sebagai bahan 

dalam melakukan praktik jual beli sapi yang masih di dalam kandungan yang 

sesuai dengan fiqih muamalah  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti yang 

memeliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai bahan 

perimbangan penulis dalam menyusunan tulisan ini diantaranya: 

1. Penelitian Jefri Purwo Carito pada tahun 2020, dengan judul Praktik Akad 

Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus 

Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah 

Lampung Tengah). Tujuan penelitian ini kaitannya dengan Hukum 

Ekonomi Syariah berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti 

bahwasannya jual beli yang dilarang adalah jual beli janin yang masih di 

dalam induk sapi sedangkan jual beli yang terjadi di Desa Sritejo Kencono 

adalah jual beli induk sapi yang sedang bunting sehingga janin induk sapi 

mengikuti praktik jual beli tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) dan menggunakan pengumpulan data berupa 

wawancara (interview) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan 

peneliti bersifat deskriptif sehingga yang menjadi sumber data primer 

merupakan 3 orang penjual dan 3 orang pembeli. Berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa praktik jual beli yang terjadi di Desa Sritejo rukunnya 

terpenuhi namun syarat pendukung rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi. 

Selain itu praktik jual beli disini juga termasuk praktik jual beli yang 
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dilakukan bangsa Jahiliyah pada zaman dahulu, yang dikenal dengan Bai‘ 

Habl al-Habalah dan termasuk jual beli yang di larang oleh Allah SWT.
7
 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

fokus penelitian yaitu sama-sama membahas praktik jual beli sapi yang 

masih di dalam kandungan. Ini menunjukkan adanya kesamaan dalam 

objek penelitian, yakni transaksi jual beli hewan ternak, khususnya sapi 

yang di dalam kandungan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

peneliti terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu 

dilakukan di Desa Sritejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Lampung 

Tengah, sementara penelitian ini dilakukan di Desa Malimpung, Kabupaten 

Pinrang. Perbedaan lokasi ini dapat mempengaruhi konteks sosial dan 

ekonomi yang ada di kedua desa tersebut. 

2. Takbir Wahyudi dan Indah Purbasari pada tahun 2020, dengan judul 

Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk 

Menurut Persepektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan meninjau 

praktik jual beli hewan ternak yang sedang mengandung di Pasar Sapi 

Kabupaten Nganjuk menurut Hukum Islam. Hal menarik yang timbul dan 

menjadi permasalahan dalam praktik tersebut adalah adanya permintaan 

tambahan pembayaran setelah induk sapi melahirkan anak. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif doktrinal 

dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan didukung 

dengan pendekatan penelitian analitis (analytical approach) yang bersifat 

                                                           
7
Jefri Purwo Carito, ―Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting Di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah 

Lampung Tengah)‖ (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020). 
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kualitatif. Hasil peneitian menunjukkan bahwa praktik akad jual beli 

tersebut tidak dibenarkan berdasarkan syariah atau Hukum Islam 

dikarenakan terdapat gharar (ketidakjelasan) pada shighah harga dan juga 

mengandung unsur larangan yang diharamkan pada objek yang 

diperjualbelikan yakni mentransaksikan anak dalam kandungan. Namun, 

jual beli seperti ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan 

di Indonesia padahal terdapat kemungkinan adanya sengketa di dalamnya. 

Penelitian ini merekomendasikan agar perundangan termasuk di bidang 

ekonomi syariah bisa mengcover kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya 

di institusi keuangan syariah untuk memberikan perlindungan sesuai 

syariah.
8
 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

fokus penelitia yaitu berfokus pada praktik jual beli sapi yang sedang 

bunting atau mengandung. Objek yang dibahas sama, yaitu transaksi yang 

melibatkan sapi dalam keadaan bunting, yang tentu memiliki implikasi 

hukum dan ekonomi tertentu dalam perspektif syariah. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi 

penelitian. penelitian terdahulu berlokasi di Pasar Sapi Nganjuk, yang 

menggambarkan sebuah tempat transaksi yang lebih umum, yakni pasar 

hewan, yang dapat melibatkan banyak pihak, termasuk pedagang, pembeli, 

dan pengepul. Sedangkan penelitian ini di Desa Malimpung, Kabupaten 

Pinrang, yang lebih berfokus pada konteks masyarakat desa dengan 

                                                           
8
Takbir Wahyudi dan Indah Purbasari, ―Praktik Jual Beli Hewan Yang Sedang Mengandung 

Di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Persepektif Hukum Islam,‖ Journal of Islamic Civilization 2, no. 2 

(2020). 
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karakteristik sosial dan ekonomi yang lebih sederhana, mungkin dengan 

pola jual beli yang lebih tradisional atau lokal. 

3. Penelitian Nurul Muslimah pada tahun 2021, dengan judul Analisis Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Ncare Di 

Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem Ncare menrut 

perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan untuk 

melihat lebih dekat apa saja permasalahan hukum yang terjadi di dalam 

masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ncare merupakan jual beli 

dengan sistem barter, adapun barang yang dijajakan oleh penjual dalam 

transaksi Ncare berupa sabun cuci, sabun mandi, rokok, dan makanan 

ringan atau jajanan. Faktor utama masyarakat melakukan Ncare adalah atas 

dasar faktor ekonomi terutama bagi penjualnya, pembeli juga merasa 

terbantu dengan adanya transaksi Ncare ini. Kedua belah pihak melakukan 

transaksi ini atas dasar suka sama suka atau kerelaan, transaski jual beli 

barter dengan sistem Ncare ini telah memenuhi rukun dan syarat sah jual 

beli. Praktik jual beli barter dengan sistem Ncare di desa Sangga 

Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ini telah sesuai dengan Hukum 

Ekonomi Syariah.
9
 

Persamaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu terletak 

pada menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai landasan 

                                                           
9
Nurul Muslimah, ―Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan 

Sistem Ncare Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima‖ (Skripsi Mahasiswa:Universitas 

Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021). 
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untuk menganalisis praktik jual beli yang terjadi. Keduanya berfokus pada 

kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk aspek-

aspek seperti keadilan, larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan unsur-

unsur yang bertentangan dengan hukum syariah. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian milik terdahulu terletak pada fokus 

penelitian. penelitian terdahulu berfokus pada  raktik jual beli dengan 

sistem Ncare. Sistem Ncare adalah sistem pembelian yang mengandalkan 

mekanisme tertentu dalam transaksi yang mungkin melibatkan kredit atau 

pembayaran bertahap, yang mempengaruhi cara pembayaran dan prosedur 

jual beli. Sedangkan milik peneliti berfokus pada praktik jual beli sapi yang 

masi didalam kandungan, di mana objeknya adalah sapi yang sedang hamil. 

Transaksi ini memiliki kekhususan terkait dengan hukum syariah, karena 

jual beli hewan bunting bisa menimbulkan masalah terkait ketidakpastian 

(gharar) dan ketentuan lainnya dalam syariah. 

4. Penelitian Dafit Fitra Irawan dan Nara Purnama Wari pada tahun 2023, 

dengan judul Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting Perspektif 

Hukum Ekonomi Islam (Studi kasus: Di kelurahan Kasui Pasar Kecamatan 

Kasui). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli ternak 

sapi Bunting menurut hukum Ekonomi Syari‘ah yang terjadi di Kelurahan 

Kasui Pasar Kecamatan Kasui. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) dan menggunakan pengumpulan data berupa 

wawancara (interview) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan 

peneliti bersifat deskriptif sehingga yang menjadi sumber data primer 

merupakan dua orang penjual dan dua orang pembeli. Berdasarkan hasil 
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penelitian dilapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa praktik jual beli yang terjadi di kelurahan pasar kasui 

kecamatan kasui kabupaten way kanan rukunnya terpenuhi namun syarat 

pendukung rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi. Selain itu praktik jual 

beli disini juga termasuk praktik jual beli yang mengandung Gharar aatau 

ketidak pastina dan seperti praktik jual beli yang dilakukan bangsa jahiliah 

pada jaman dahulu, yang dikenal dengan bai‘ habl al-habalah (jual beli 

Janin unta yang masih dalam kandungan dan termasuk jual beli yang 

dilarang oleh Allah SWT).
10

 

Persamaan penelitian ini dengan milik penelitian terdahulu terletak 

pada sama-sama membahas transaksi jual beli sapi yang masih dalam 

kandungan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti 

terdahulu terletak pada lokasi penelitian. penelitian terdahulu berlokasi di 

Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui. Sedangkan penelitian ini 

terletak di Desa Malimpung, Kabupaten Pinrang. 

B. Tinjauan Teoritis 

1. Teori Akad 

a. Pengertian Akad 

Akad menurut segi etimologi adalah ikatan antara dua perkara, 

baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi 

maupun dari dua segi.
11

 Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat 

ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Pertama, 

                                                           
10
Dafit Fitra Irawan dan Nara Purnama Wari, ―Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting 

Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus: Di Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui),‖ 

FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2023). 
11

Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.43. 



14 
 

 
 

secara umum pengertian akad menurut pendapat ulama Syafi‘iyah, 

Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh 

seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, 

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan 

keinginan dua orang seperti jual-beli dan gadai. Kedua, secara khusus 

pengertian akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul 

berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya atau 

pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara 

syara‟ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
12

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad 

adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 

b. Dasar Hukum Akad 

1). Al-Qur‘an 

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah‘/5:1 

                               

                               

Terjemahnya: 

―Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, 
dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.‖ 
(Q.S. Al-Maidah‘/5:1)

13
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Sapiudin Shidiq, Fiqih Kontemporer (Jakarta: kencana, 2016), h.296. 
13

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 

2002), 141. 



15 
 

 
 

2). Al-Hadist 

Dasar hukum akad dalam sunnah dijelaskan oleh 

Rasulullah SAW. tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal 

yang diharamkan melalui hadis: 

                                                                   
                        لا                    

              .                                                                                         

           لا   .                                                                                    

                                     لا   .                            لا                         

           لا                                                                                          

           

Terjemahannya: 

Dari Abu Abdillah Nu‘man bin Basyir radhiallahuanhu dia 

berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu‘alaihi wasallam 

bersabda: ―Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu 

jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat 

(samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka 

siapa yang takut kepada syubhat berarti dia telah menyelamatkan 

agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam 

perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang 

diharamkan. Sebagaimana pengembala yang menggembalakan 

hewan gembalanya disekitar (ladang) yang dilarang untuk 

memasukinnya, maka lambat laun dia akan memasukinnya. 

Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan 

Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam 

diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah 

seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; 

ketahuilah bahwa dia adalah hati. (H.R. Bukhori dan Muslim). 

 

 

c. Rukun dan Syarat Akad 

1). Akid (pihak-pihak yang berakad) adalah orang, persekutuan, atau 

badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan 
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perbuatan hukum.
14

 vvmarSyarat dari akid yaitu memiliki 

kecakapan hukum sehingga anak kecil yang belum mummayyid 

tidak sah melakukan transaksi jual beli.  

2). Ma‟qud‘alaih atau objek akad, objek akad adalah amwal atau jasa 

yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. Syarat 

ma‟qud alaih adalah sesuatu yang ditakdirkan ada ketika akad, 

suci, tidak najis, selain itu objek akad dapat diserahterimakan 

ketika akad, objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak 

yang berakad, dan objek tersebut adalah milik sendiri  

3). Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang 

berakad yang menunjukan atas apa yang dihati keduanya tentang 

terjadinya suatu akad. Syarat sighat akad adalah jelas dalam 

menunjukan ijab dan qabul, bersesuaian antara ijab dan qabul, 

bersambung antara ijab dan qabul, dan terjadi dalam satu 

majelis.
15

 

d. Jenis-Jenis Akad 

1). Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis: 

a) Akad Tabarru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong 

dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala 

dari Allah SWT.
16
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Mardiani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: kencana, 2012). h.72. 
15

Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016). h.50. 
16

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.77. 
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b) Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan 

mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah 

terpenuhi semuanya. 

2). Akad menurut keabsahannya terbagai kepada tiga jenis 

a) Akad shahih yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan   

syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang 

misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga 

(uang) dari pembeli kepada penjual.  

b) Akad fasid yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun 

ada syarat yang tidak terpenuhi.
17

 Belum terjadi perpindahan 

barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga 

(uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha 

untuk melengkapi syarat tersebut, dengan kata lain akibat 

hukumnya adalah Mawquf (berhenti dan tertahan untuk 

sementara).  

c) Akad bathal yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak 

terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad 

seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta 

(harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak. 

3). Akad dari segi unsur tempo didalam akad ini, dapat dibagi 

menjadi 
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Oni Sahroni dan M. Hasannudin, Fikih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2016), h.70. 
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a) Akad bertempo adalah akad yang didalamnya unsur waktu 

merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan 

bagian isi perjanjian.
18

 

b) Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak 

merupakan bagian dari isi perjanjian. 

4). Akad dari segi formalitasnya, dapat dibagi menjadi 

a) Akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk 

terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak 

tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Meskipun 

kadang-kadang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu, 

seperti harus menulis, hal tersebut tidak menghalangi 

keabsahan akad tersebut, dan tetap dianggap sabagai akad 

konsensual.  

b) Akad formalistis adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat 

formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, diamana apabila 

syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akad tidak sah.  

c) Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya 

penyerahan tunai objek akad, diamana akad tersebut belum 

terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum 

dilaksanakan. 

5). Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara‟, akad 

dibedakan menjadi 
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Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.82. 
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a) Akad masyru‘ adalah akad yang dibenarkan oleh syara‟ untuk 

dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya.  

b) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara‟ untuk 

dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak 

dibawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam 

(kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk 

melakukan kejahatan. 

6). Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya dibagi 

menjadi dua yaitu 

a) Akad mengikat adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan 

syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh 

dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa 

persetujuan pihak lain.  

b) Akad mengikat satu pihak adalah akad dimana salah satu pihak 

tidak dapat membatalkannya perjanjian tanpa persetujuan pihak 

lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa 

persetujuan pihak pertama seperti akad kafalah dan rahn. 

2. Teori Jual beli 

a. Pengertian Jual beli 

Jual beli menurut bahasa yaitu mutlaq al-mubadalah yang 

bearti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain 

muqabalah syai‘ bi syai‟ bearti tukar menukar sesuatu dengan 

sesuatu.
19

 Menurut Jalaluddin al- Mahally pengertian jual beli secara 
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Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.63. 
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bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya 

ganti atau imbalan‖. Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah 

adalah tukar menukar harta dengan harta yang terimplikasi pada 

pemindahan milik dan kepemilikan. 

Berdasarkan pendapat di atas dalam buku Rozalinda ―Fikih 

Ekonomi Syariah‖, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang 

dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang 

ditentukan syari‘at, baik dengan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan 

cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan 

qabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.
20

 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual-beli disyariatkan oleh Al-Qur‘an, Sunnah, dan Ijma‘, 

yakni: 

a) Al-Qur‘an 

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Imran‘/3:130: 

                            

      

Terjemahnya: 

―Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api 

neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.‖(Q.S.Al-

Imran‘/3:130)
21
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Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.64. 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya. (jakarta: Yayasan Penyelenggara 
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Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain 

dengan cara batil. Berdasarkan Ijma‘ umat dan termasuk di 

dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh 

secara syara‘ baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak 

diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman 

keras, babi,  dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah 

harta pedagang, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam 

ayat di atas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk 

harta yang tidak boleh dijual-belikan. Ada juga yang mengatakan 

istisna‘ (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya 

tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan 

merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian. 

b) Sunnah 

Berikut teks hadis nabi Muhammad Saw yang menjelaskan 

tentang suka sama suka dalam urusan jual beli: 

                                                           ,                                          .                    

                                ,                                          
        ,                        :            

 ((                                   ))  .ص                     :                                        

 (  ج         ه)

Artinya: 

―Telah menceritakan kepada kami al-‗Abas ibn al-Walîd 

al-Dmasqiy; Telah menceritakan kepada kami Marwân ibn 

Muhammad; Telah menceritakan kepada kami ‗Abd al-

Aziz dari ayahnya, dia berkata: Rasûllâh Saw bersabda: 

sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.‖ 

(HR. Ibn Mâjah). 
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c) Ijma‘ 

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang 

tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini 

merupakan suatu bentuk ijma‘ umat, karena tidak ada seorangpun 

yang menentangnya.
22

 Jual beli sebagai mu‘amalah melalui sistem 

barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi 

legimitasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam 

pelaksanaanya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat 

merugikan salah satu pihak.
23

 

c. Rukun dan Syarat Jual beli 

1). Akad (ijab kabul) 

Syarat-syarat sah ijab dan kabul ialah sebagai berikut;  

a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah 

penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.  

b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul 

c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam 

benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual 

hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak 

beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut 

akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah 

melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang-

orang kafir untuk merendahkan mukmin.
24
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Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2014). h.27. 
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Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontenporer (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 

h.22. 
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Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71. 
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d) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas 

maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan 

pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab pihak pembeli 

menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka 

transaksi tetap sah. Sebaliknya apabila pembeli menjawab lebih 

singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak 

sah, kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem 

pembayaran.
25

 

e)  Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua 

belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan 

topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh 

sesuatu yang menunjukan berpalingnya akad menurut 

kebiasaan.
26

 

Ijab qabul (shigat akad) dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara, yaitu:  

a) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan 

apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang 

berakad.  

b) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh 

salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang 

demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak 

berada dalam satu majelis atau orang berakad salah satu dari 

keduanya tidak dapat berbicara.  
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Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah., h.24. 
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c) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa 

isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang 

berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila salah 

satu atau kedua belah pihak yang berakat tidak dapat berbicara 

dan tidak dapat menulis. 

2). Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual 

beli tersebut haruslah: 

a) Berakal, agar tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak 

sah jual belinya, adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu 

dengan membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi 

dirinya, danapabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli 

yang diadakan tidak sah.
27

 

b) Dengan kehendakya sendiri (bukan paksaan), sedangkan yang 

dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan 

perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan 

suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya.  

c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang 

mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah 

manusia yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros 

didalam hukum  dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap 

bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu 
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Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1994), h.35. 
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perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut 

menyangkut kepentingannya sendiri. 

d) Balig, persayaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang 

melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah ―baligh‖ atau 

dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah 

berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan 

haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang 

dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian 

bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik 

dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum 

mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), 

menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut 

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya 

untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.
28

 

3). Objek Jual beli 

a) Milik sendiri, barang yang bukan milik sendiri tidak boleh 

diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik 

seperti akad wakalah (perwakilan). Akad jual beli mempunyai 

pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini bearti benda yang 

diperjualbelikan harus milik sendiri sesuai dengan hadis yang 

artinya ―diriwayatkan dari Amru ibn syuib diterima dari 

bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: 

tidak halal melakukan jual beli salam dan jual beli biasa 
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 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rieneka Cipta, 2001), h.393. 
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(sekaligus), tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli tidak 

boleh mengambil untung yang tidak ada jaminannya, dan tidak 

halal jual beli sesuatu yang tidak ada padamu.‖  

b) Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang 

sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang 

dilakukan terhadap sesuatu yang belum terwujud atau belum 

jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang 

belum  jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan 

yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih 

dalam susu induk (belum diperas).
29

 

c) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad 

secara langsung maupun tidak langsung. Ini bearti, tidak sah jual 

beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, 

misalnya jual beli burung yang terbang diudara, dan ikan 

dilautan. 

4). Nilai Tukar Barang 

Termasuk unsur terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar  

dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).Terkait  

dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan at- 

tsaman dengan al-si‘r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga 

pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, 

sedangkan al-si‘r adalah modal barang yang seharusnya diterima 

pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan 
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demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan 

harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh 

sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah al-

tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman 

sebagai berikut:   

a) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, 

pengertian pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila 

harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu 

pembayaran harus jelas.  

b) Apabila jual-beli dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar 

bukan barang yang diharamkan oleh syara‘, seperti babi dan 

khamar, karena keduanya jenis benda ini tidak bernilai menurut 

syara‘. 

c) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya. 

d. Prinsip-Prinsip Jual Beli 

a) Prinsip Keadialan 

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam 

seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah Zalim, 

yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang 

yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan 

melaknatnya. 
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b) Suka Sama Suka 

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini 

menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau 

antar pihak berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini 

dapat bearti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun 

kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan 

objek dalam bentuk muamalat lainnya. 

c) Bersikap Benar, Amanah dan Jujur 

Benar adalah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan 

ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak 

akan stabil. Bencana terbesar didalam pasar saat ini adalah 

meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam 

mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah 

satu karakter pedagang yang penting dan diridhai oleh Allah ialah 

kebenaran.  

Amanah, maksud amanah adalah mengembalikan hak apa 

saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi 

haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Dalam berdagang 

dikenal dengan istilah ―menjual dengan amanat‖ seperti menjual 

murabaha ―maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan 

harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-

melebihkannya. Jujur, selain benar dan amanat, seorang pedagang 

harus berlaku jujur dilandasi agar oranglain mendapatkan kebaikan 

dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan 
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menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan yang 

tidak terlihat oleh pembeli.
30

 

e. Jenis-Jenis Jual Beli yang di larang 

1). Bai‟ habl al-habalah 

Bai‟habl al-habalah adalah jual beli janin binatang yang 

masih dikandung oleh induknya. Bai‟ habl al-habalah termasuk jual 

beli yang terlarang dalam Islam dan termasuk akad yang 

dipraktikkan oleh zaman jahilyah. Batalnya jual beli ini karena ia 

adalah bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, 

tidak diketahui, dan tidak mampu diserahkan. Jual beli habl al-

habalah ada dua penafsiran: pertama, jual beli yang ditunda sampai 

unta melahirkan janin yang ada dalam perutnya, kemudian janin itu 

melahirkan lagi. Penipuan disini adalah waktu yang tidak jelas. 

Kedua, jual beli janin unta, ini termasuk larangan jual beli 

mudhamin dan malaqih. Mudhamin adalah janin yang ada didalam 

perut binatang yang sedang bunting, sedangkan malaqih adalah 

benih (sperma) yang ada didalam punggung hewan jantan.
31

  

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan bai‟ habl 

al-habalah. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.
32

 

a) Jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. Ini 

adalah penafsiran kebanyakan ahli bahasa, diantaranya Imam 

Ahmad dan Ishak.  

                                                           
30

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001). h111-120. 
31
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b) Jual beli anak binatang dengan bayaran ketika janin dalam 

perutnya melahirkan artinya sampai binatang ini melahirkan 

anak dan si anak ini kemudian melahirkan pula. Ini adalah tafsir 

Ibnu Umar, Sayyid bin al-Musayyab, Imam Malik, dan Imam 

Syafi‘i.  

c) Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang 

samar atas unta yang sedang bunting kemudian melahirkan, 

kemudian bunting lagi. Ini adalah penafsiran Abu Ishak al-

Syairazi, salah seorang ulama Syafi‘iyah. 

d) Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang 

samar atas unta yang sedang bunting. Ini adalah penafsiran 

Nafi‘ dan Sayyid alMurtadha, salah seorang ulama Syi‘ah 

Zaidiyah.  

e) Jual beli janin yang masih ada dalam kandungan binatang 

ternak.  

f) Jual beli pohon anggur sebelum buahnya kelihatan jelas 

baiknya. Ini adalah penafsiran Mabrad dan Ibnu Kaisan, salah 

seorang ulama ahli bahasa. 

Semua penafsiran ulama di atas menafsirkan bahwa jual beli 

tersebut termasuk jual beli gharar (mengandung ketidakjelasan) 

yang dilarang oleh syara‘. Penafsiran pertama termasuk bai‟ al-

ma‟dum (jual beli sesuatu barang yang tidak ada kesanggupan 

menyerahkan ketika akad terjadi).
33
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Larangan tersebut dihubungkan dengan objek akad yaitu 

barang yang diperjual belikan. Adapun penafsiran kedua, ketiga, 

dan keempat larangan tersebut disebabkan jahalah (adanya 

kesamaran) dalam masalah pembayaran yang ditangguhkan pada 

waktu yang sama. Penangguhan pembayaran disini maksudnya 

ialah sampai lahirnya janin dari janin yang sedang dikandung oleh 

induknya. Sementara dalam penafsiran kelima termasuk kedalam 

bai‟ al-majhul (jual beli benda yang masih samar), karena janin 

yang masih ada dalam perut induk binatang termasuk belum 

diketahui (samar) baik sifat atau bentuknya.
34

 

2). Jual Beli Gharar 

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung 

kesamaran.
35

 Menurut Ibn Jazi al-Maliki dalam buku Nizaruddin 

―Fiqih Muamalah 1‖ gharar yang dilarang ada 10 macam:  

a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang 

masih dalam kandungan induknya.  

b) Tidak diketahui harga dan barang. 

c) Tidak diketahui ukuran barang atau harga.  

d) Tidak diketahui masa yang akan datang, ―saya jual kepadamu 

jika fulan datang‖.  

e)  Menghargakan dua kali pada satu barang.  

f) Menjual barang yang diharapkan selamat.  
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g) Jual beli husna‘ misalnya pembeli memegang tongkat, jika 

tongkat  

h) jatuh wajib membeli.  

i) Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar-

melempari  

j) seperti seseorang yang melempar bajunya, kemudian yang lain 

pun  

k) melempar bajunya maka jadilah jual beli.  

l) Jual beli mulamasah apabila mengusap baju atau kain maka 

wajib membelinya.
36

 

3). Bai‟ al-Madhamin dan Bai‟ al-Malaqih 

Bai‟ al-madhamin yaitu memperjual belikan mani yang 

masih  

dalam punggug binatang jantan. Siapa saja yang memiliki keledai, 

unta, lembu, atau lainnya yang jantan, kemudian meminta orang 

lain untuk menurunkan jenis pada hewan betinanya, tidak halal 

memperjualbelikan mani tersebut. Anak hewan dari hasil 

perkawinan itu menjadi milik pembeli. Bai‟ al-malaqih yaitu 

memperjualbelikan janin yang masih berada dalam perut. Misalnya, 

seseorang memiiki unta bunting, lalu menjual janin yang belum 

lahir.
37
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3. Teori Hukum Ekonomi Islam 

a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam 

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari 

bahasa arab hukumyang berarti putusan (judgement) atau ketetapan 

(provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti 

penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.
38

 Sebagaimana 

telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan 

nilai-nilai Islam, atau dalam istilah seharihari terikat denganketentuan 

halal-haram,sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu 

lingkup kajian hukum,makahal tersebut menunjukkan keterkaitan yang 

erat antara hukum, ekonomi dan syariah. 

Istilah ekonomi syari‘ah atau perekonomian syari‘ah hanya 

dikenal di Indonesia. Sementara di Negara negara lain, istilah tersebut 

dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al- iqtishad al-

islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic 

economics, ilm ai-iqtishad al-islami). Secara bahasa aliqtishad berarti 

pertengahan dan berkeadilan.
39

 

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum 

Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau prilaku 

mnusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, 

maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-
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qur‘an dan as-sunnah serta ijma‘ para ulama dengan tujuan untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

b. Karakteristik Ekonomi Syariah (Ekonmi Islam) 

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang 

terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:
40

 

1). Iqtishad rabbani (ekonomi ketuhanan)  

Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik 

awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha 

Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di 

lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai 

ibadah di sisi Allah. 

2). Iqhtishad akhlaqi (ekonomi akhlak)  

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik 

pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja 

yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini 

dikarenakan seorang muslim terikan oleh iman dan akhlak pada 

setiap aktivitas ekonomi yang dilkukannya. 

3). Iqhtishad insani (ekonomi kerakyatan)  

Ekonomi kemanusian yang dimaksud oleh Yusuf 

AlQardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi 

manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari 

dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua 

unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual. 
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4). Iqtishad washatbi (ekonomi pertengahan)  

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan 

keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala 

segi, antara modal dan usaha, produksidankonsumsi,antara 

produsen perantara dan konsumen, antara individu danmasyarakat. 

c. Tujuan Ekonomi Syariah 

Tujuan ekonomi syariah ini tidak lepas dari tuntunan utama 

kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan 

memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginan nya 

terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat 

material seperti sandang,rumah dan kekayaan lainnya banyak 

mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan 

material inilah yang di sebut dengan sejahtera. Dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, 

kurangnya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan 

kebutuhan tersebut.
41

 

Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk42: 

1). Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu 

negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi 

Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di 
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dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan 

material. 

2). Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang 

menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut 

sistem ekonmi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi 

masyarakat atau negara-negara Muslim. 

3).  Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi 

dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-

hedonisme.  

4). Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan 

solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.  

5). Mewujudkan fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. 

d. Asas-Asas (Prinsip) Ekonomi Syariah 

Sebelum menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi 

syariah, terlebih dahulu akan di uraikan nilai-nilai filosofis ekonomi 

Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, 

yaitu:
43

 

1). Alam raya ini adalah milik Allah 

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan 

merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai 

dengan cara yang di kehendakinya. Manusia berbuat dan berkuasa 
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teradap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan 

dan iradahnya.
44 

2). Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakannya 

tunduk kepadanya. 

Umat manusia sebagai salah satu mahluk ciptaan Allah 

memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di 

muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta 

saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk 

aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

3). Beriman kepada hari perhitungan (yaum-alhisab) 

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini 

merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karna 

akan memengaruhi prilaku ekonomi seseorang. perilaku 

ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua 

perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan di mintai 

pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.
45

 

C. Kerangka Konseptual  

 

Untuk mengindari interpretasi, maka peneliti memberikan penjelasan 

dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami dalam 

memberikan pengertian, yaitu sebagai berikut: 
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1. Akad 

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak 

atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum 

tertentu. 

2. Jual beli 

Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang 

berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syari‘at, baik 

dengan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan 

barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul. 

3. Hukum ekonomi islam 

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas 

atau prilaku mnusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, 

distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber 

dari al-qur‘an dan as-sunnah serta ijma‘ para ulama dengan tujuan untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 
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D. Kerangka Pikir 

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti 

membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

  Pedagang Sapi Di Desa Malimpung 

Kabupaten Pinrang 

Jual Beli Sapi Hamil atau 

Bunting 

 

Mekanisme praktik jual beli 
Pandangan Hukum Ekonomi 

Syariah 

Hasil Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih 

berdasarkan pada filsafat fenomologis yang mengutamakan penghayatan (vervtehen). 

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa 

interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian 

sendiri.
46

 Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan 

penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada satu kejadian yang benar-

benar terjadi.
47

 

Berdasarkan masalanya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deksriptif 

kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeksripsikan, mencatat, menganalisisi 

dan menginterprestasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan 

memepelajari dokumentasi.
48

 Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah penelitian benar-benar datang langsung ke lokasi penelitian dan menggunakan 

metode wawancara, pengamatan dan observasi dan pemanfaatan dokumen. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini bertempat Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang. 

2. Waktu Penelitian 

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 

dua bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (Pengajuan proposal 
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penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan 

penyusunan hasil penelitian. 

C. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Praktik Jual Beli Sapi hamil atau bunting di Desa Malimpung Kabupaten 

Pinrang. 

D. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya 

data yang berbentuk kata-kata, bukan bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh 

melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumrntasi, 

dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui 

pemotretan. 

2. Sumber Data 

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dimana data 

diperoleh.
49

 Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden 

ataupun hasil dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk 

lainnya guna diperlukan enelitian tersebut.
50

 Dalam penelitian lazimnya terdapat 

dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 
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a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan 

diteliti.
51

 Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalan dokumen tidak resmi yang 

kemudian diolah peneliti.
52

 Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai 

sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan pertanyaan peneliti,
53

 yaitu 

penjual Sapi  dan pembeli Sapi yang ada di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada 

pengumpulan data, melainkan lewat orang lain atau dokumen yaitu data yang 

diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada 

yang diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku-buku, kepustakaan, internet, 

artikel atau literature yang terkait mengenai penelitian ini.
54

 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan salah satu yang sangat penting bagi 

sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul 

yang ditentukan. Agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data 

yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka metode pegumpulan data yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut: 
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a. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya. 

Keuntungan utama menggunakan metode pengamatan adalah bahwa peneliti 

tidak perlu mengkhawatirkan tentang adanya bias. Ini sangat penting untuk 

desain penelitian yang bertujuan mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi 

dikehidupan nyata, bukan yang artifisial.
55

 Observasi adalah pengumpulan data 

yang digunakan untuk menhimpun data peneliti melalui pengamatan dan 

pengindraan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti 

melakukan observasi partisipasi yaitu penulis ikut terbit langsung kelapangan.
56

 

b. Dokumentasi 

Dokumntasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan 

langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat 

berupa buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya 

dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis 

yang menyimpulkan data yang dengan menyalin data yang bersifat dokumen-

dokumen atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh 

melalui interview dan observasi.
57

 

c. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses memeperoleh keterangan unuk ujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatapan muka antara pewawancara dengan 

responden atau dnegan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
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menggunakan pedoman wawancara, inti dari metode wawancara ini bahwa setiap 

menggunakan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi 

wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti harus ada).
58

 

2. Teknik Pengelolaan Data 

Dalam penelitian kualitatif, tahapan pengumpulan dan pengolahan data 

merupakan proses yang saling berkaitan dan harus dilakukan secara bergantian. 

Analisis data merupakan upaya untuk menemukan dan menyusun secara sistematis 

catatan-catatan dari observasi, wawancara, dan lain-lain. Untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan 

kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pengkodean, yang 

melibatkan pemecahan data, membuat konsep, dan menata ulangnya dengan cara  

baru. Menurut Moh. Pabundu Tika, sebelum melakukan analisis data perlu 

dilakukan pengolahan data. Langkah pengolahan data pada penelitian ini meliputi 

coding, tabulasi, dan kategorisasi.
59

 

a. Coding 

Coding atau memberi kode berarti mengelompokkan jawaban yang diberikan 

responden menurut kategorinya. Selama tahap pengkodean, skor dan simbol 

sering kali diberikan pada jawaban responden untuk memfasilitasi pemrosesan 

selanjutnya. 

b. Tabulasi 

Tabulasi merupakan langkah selanjutnya setelah pengecekan dan coding. 

Pada tahap ini data disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis 

                                                           
58
Arikunto, ‗Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik‘, h. 128. 

59
Moh. Pabundu Tika, Metode Penelitian Geografi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 63-75. 



45 
 

 
 

sesuai  tujuan penelitian. Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel 

frekuensi yang dinyatakan dalam persentase. 

c. Kategorisasi 

Pada tahap ini peneliti mengategorikan data berdasarkan faktor 

permasalahan yang diamati dan dipelajari, kemudian mengategorikan data  

sekunder dan data lapangan. Selanjutnya, sambungkan kumpulan data untuk  

mendapatkan makna terkait. 

F. Uji Keabsahan Data  

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat 

dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode 

kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut: 

1. Uji Credibility  

Credibility adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu 

penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya Fungsi dari kredibility ialah untuk 

menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian 

yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. 

2. Uji transferability  

Dalam penelitian kuantitatif, taransferabilitas disebut validitas eksternal 

terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuran atau 

sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informasi dipilih. 

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabikitasi tergantung pada pembaca, sejauh 

mana hasil penelitian dapat diterapkan. 
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3. Uji Confirmability 

Uji confirmability artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian 

dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari 

proses penelitian yang dilakukan penelitian maka penelitian itu sudah memenuhi 

standar confirmability.
60

 

G. Teknik Anlisis Data  

Setelah dilakukannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengelolaan dan 

analisis data. Data yang telah diperoleh melalui obsevasi, wawancara, studi dokumtasi, 

dan studi literature diolah kemudian dianalisis. 

Analisis data dalam penelitinan kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, 

diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas adalam analisis data, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan varifikasi data. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memeberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selajutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan.
61

 

                                                           
60

Sukandar Rumidi, Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Pres, 2002), h.73. 
61

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 338 



47 
 

 
 

2. Penyajian Data  

Setalah dilakukan reduksi, maka langkah selajutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif penyakian data dilakukan dalam bentuk tabel, 

grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data terebut, maka 

data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin muda 

dipahami. 

3. Varifikasi Data  

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

varifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih besifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
62
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHSAN 

 
A. Bagaimana Praktik Jual Bali Sapi Hamil atau Bunting di Desa Malimpung 

Jual beli dalam Islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip 

kejujuran. Jual beli yang di dalamnya mengandung prinsip ketidakjujuran, pemaksaan, 

atau bahkan penipuan itu tidak sah dalam kegiatan jual-beli. Kegiatan jual beli 

merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang setiap 

hari. Penjual sebagai pihak yang menjual barang membutuhkan para pembeli, demikian 

halnya di sisi lain sipembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah 

pihak saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjalin 

hubungan yang saling menguntungkan. 

Sapi bunting akan menjadi suatu permasalahan ketika diperjual belikan terutama 

dalam bidang hukum. Masyarakat di Desa Malimpung sering menggap hal itu sebagai 

hal lumrah yang tidak perlu dipermasalahkan, namun demikian unsur ketidak pastian 

dalam jual beli ini menjadi jelas menjadi masalah utuma sebab bisa merugikan 

pembeli. Dalam fiqh muamalah janin didalam kandungan itu bersifat gharar atau 

menipu apabila janin tersebut belum terlahir. Selain itu bisa mengakibatkan kerugian 

bagi penjual maupun pembeli, karena barang tersebut belum jelas. 

Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan 

menurut terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba‘i yang berarti menjual, 

mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Begitu pula yang terjadi di 

Desa Malimpung Kabupaten Pinrang yang melakukan jual beli sapi. 

Adapun hasil wawancara oleh Bapak Sabbang selaku penjual sapi di Desa 

Malimpung terkait dengan proses jual beli sapi khususnya sapi bunting atau dalam 

kandungan yaitu: 

“Ke lako te biasana pangalli ratu kitai langsung sapingnga, yake sapingnga 

kibatang ku pawangngi jolo. Biasana di paressai jolo batangnga, di kitai tanda tanda 
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kibatang barakai. Yake pangalli setuju, kita sepakati harga, biasana matandre cinddi 

ke sapingga mettamo kibatang “
63

 

 

Artinya: 

―Kalau di sini, biasanya pembeli datang lihat langsung sapinya. Kalau sapi 

bunting saya kasih tahu dulu. Kita biasanya periksa perutnya, lihat tanda-tanda 

kebuntingannya. Kalau pembeli setuju, kita sepakati harga, kadang sedikit lebih tinggi 

kalau sapinya sedang hamil.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses transaksi 

penjualan sapi di Desa Malimpung dilakukan secara langsung antara penjual dan 

pembeli. Pembeli umumnya datang untuk meninjau kondisi fisik sapi sebelum 

melakukan pembelian. Penjual memiliki kewajiban moral untuk memberikan informasi 

mengenai kondisi sapi, termasuk apabila sapi dalam keadaan bunting. Proses 

pemeriksaan kebuntingan dilakukan secara sederhana, yakni dengan mengamati tanda-

tanda fisik yang tampak pada perut sapi. Selain itu, faktor kebuntingan juga 

memengaruhi penetapan harga jual, di mana sapi bunting cenderung memiliki nilai jual 

yang lebih tinggi. 

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Muhammad Irfan selaku peternak sapi di 

Desa Malimpung terkait proses jual beli sapi bunting, yaitu: 

“Pammulanna ero panggallie angka mitai langsung i iyero saping, nappa 

upakitang manang iyero saping e termasuk toni iyero saping mimmana. Nappa 

upodang toni dari pertama makkada iyero saping e mimmana i sibawa siaga kira-kira 

umuruna, narekko iyero pangallie melo nalai iyero saping nappa upodang resikona 

makkada iyero saping mimmana ndena tentu tuo anakna.”
64

 

 

Artinya: 

―Pertama itu, pembeli datang melihat sapinya langsung. Terus saya tunjukkan 

semua sapi yang ada, termasuk yang sedang hamil. Saya kasih tahu juga dari awal 

bahwa kalau sapi itu hamil, berapa perkiraan usia kandungannya, jadi kalau pembeli 
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tertarik dengan sapinya, baru saya jelaskan risikonya bahwa anak dalam kandungan 

belum pasti lahir hidup.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa proses jual beli sapi diawali 

dengan kedatangan pembeli untuk melihat langsung kondisi sapi yang akan dibeli. 

Penjual menunjukkan seluruh sapi yang tersedia, termasuk sapi yang sedang dalam 

kondisi bunting. Sejak awal, penjual secara terbuka menyampaikan status kebuntingan 

sapi beserta perkiraan usia kandungannya. Selain itu, penjual juga menjelaskan kepada 

pembeli mengenai risiko yang mungkin terjadi, khususnya ketidakpastian kelahiran 

anak sapi dalam kandungan, sehingga pembeli memahami bahwa terdapat 

kemungkinan janin tidak lahir dalam keadaan hidup. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Sabbang selaku penjual sapi di Desa 

Malimpung terkait dengan harga yang diberikan ke pembeli sapi bunting atau dalam 

kandungan yaitu: 

―Yake masalah harga nak biasana deng ku kitai beberapa hal. Pertama pole 

ukuran dan kesehatan indo saping, sehat pabarai atau njoo, maccomoo barakai, dan 

jenisna apa. Yake sapingnga maleke nah sementara kibatang, biasana matandre 

hargana daripada yatu njonah kibatang. Yake sapingnga di kusseng kua kibatangngi. 

Joke langsung ku pendeng hargana mega sai. Yh paling cindingra, mesa lattu dua juta 

rupiah dengan saping yatu njonah kibatang.”
65

 

 

Artinya: 

―Kalau soal harga, Nak, itu biasanya saya lihat dari beberapa hal. Pertama tentu 

dari ukuran dan kondisi induk sapinya sehat atau tidak, gemuk atau tidak, dan jenisnya 

apa. Kalau sapinya sehat dan sedang bunting, harganya biasanya lebih tinggi sedikit 

daripada sapi yang tidak bunting. kalau sapinya diketahui bunting, saya tidak langsung 

menaikkan harga terlalu banyak. Paling hanya selisih sedikit, sekitar satu sampai dua 

juta rupiah dibanding sapi yang tidak bunting.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penentuan harga sapi 

dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu ukuran tubuh, 

kondisi kesehatan induk sapi, dan jenis atau ras sapi tersebut. Faktor kesehatan menjadi 
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salah satu pertimbangan paling penting, karena sapi yang sehat umumnya memiliki 

nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang menunjukkan tanda-tanda 

penyakit atau kondisi fisik yang kurang baik. Selain itu, status reproduksi sapi juga 

turut memengaruhi harga. Sapi betina yang sedang bunting dinilai memiliki nilai 

ekonomi lebih tinggi karena berpotensi menghasilkan anak sapi di kemudian hari, 

sehingga dianggap sebagai investasi yang lebih menguntungkan bagi pembeli. Dan 

juga menekankan bahwa selisih harga antara sapi bunting dan sapi tidak bunting tidak 

terlalu besar, kenaikan harga hanya berkisar antara satu hingga dua juta rupiah. 

Hal serupa juga dikatan oleh Bapak Usu selaku penjual sapi di Desa Malimpung 

terkait dengan harga yang diberikan ke pembeli sapi bunting atau dalam kandungan 

yaitu: 

“Penentuang harga njoto ke berdasarkan umuru na kibatang. Yatu di kita 

kondisi fisik nah to tu saping, sola kesehatangnga dan jenis atau ras sapi, ukurang 

kalena, dan keadaanng pasa waktu itu. Jadi umuruna kibatang hanya mesa 

pertimbangan dalam menentukan hargana.”
66

 

 

Artinya: 

―Penentuan harga tidak hanya berdasarkan usia kebuntingan. Kami juga melihat 

kondisi fisik sapi, kesehatan, jenis atau ras sapi, ukuran tubuh, dan kondisi pasar saat 

itu. Jadi, usia kebuntingan hanya salah satu pertimbangan dalam menentukan harga.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penentuan harga sapi 

bunting tidak hanya didasarkan pada usia kebuntingan, tetapi mempertimbangkan 

berbagai faktor lain seperti kondisi fisik dan kesehatan sapi, jenis atau ras, ukuran 

tubuh, serta kondisi pasar yang berlaku. Dengan demikian, usia kebuntingan 

merupakan salah satu faktor penentu harga, namun bukan satu-satunya faktor yang 

menjadi dasar dalam penetapan harga jual. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Sabbang selaku penjual sapi di Desa 

Malimpung terkait dengan cara memastikan agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak 

dalam transaksi jual beli sapi bunting, yaitu: 
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“Biasana sebelum di disepakati , yaku mitada pangalli kitai jolo kondisina yau 

saping. Yake sepakatmi, baru di lakukan transaksi, jadi taeng di rugikan lako te, 

nasaba pura manangmgi di paressa kondisi na tu saping.”
67

 

 

Artinya: 

―Biasanya sebelum akad, saya minta pembeli lihat dulu kondisi sapinya, Setelah 

sepakat, baru transaksi dilakukan. Jadi tidak ada yang dirugikan, semuanya tahu 

kondisi sapinya.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa sebelum proses akad atau 

kesepakatan jual beli dilakukan, penjual selalu memberikan kesempatan kepada 

pembeli untuk memeriksa kondisi sapi secara langsung. Langkah ini dilakukan untuk 

memastikan transparansi dan menghindari potensi kerugian di antara kedua belah 

pihak. Setelah pembeli meninjau dan menyetujui kondisi sapi, barulah transaksi 

dilaksanakan. Praktik tersebut mencerminkan adanya nilai kejujuran dan keterbukaan 

dalam kegiatan jual beli sapi, yang menjadi bagian dari etika dagang masyarakat 

setempat. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Muhammad Irfan selaku peternak sapi di 

Desa Malimpung terkait dengan cara memastikan agar tidak terjadi kerugian salah satu 

pihak dalam transaksi jual beli sapi bunting, yaitu: 

“Jadi sebelum wattunna i balu iyero saping e, iya tuli mita lengi kondisinna 

sapingna, makkada tongang ga makkada matampu i sibawa ero tau melo malli saping, 

siaga kira kira ulang klo matampu i sibawa makanja mo ga. Bara mateppei pangelli e 

supaya nelli i.”
68

 

 

Artinya: 

―Jadi sebelum sapinya dijual, saya selalu kasih tahu dulu soal kondisi sapinya 

dengan jujur kepada yang beli apakah benar-benar hamil, usia kandungannya kira-kira 
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berapa bulan, dan bagaimana kesehatannya. biar pembeli yakin dan tidak ragu untuk 

membeli sapinya.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan 

jual beli, penjual terlebih dahulu menyampaikan secara jujur kondisi sapi yang akan 

diperjualbelikan, termasuk kepastian status kebuntingan, perkiraan usia kandungan, 

serta kondisi kesehatan sapi tersebut. Transparansi informasi ini dilakukan agar 

pembeli memperoleh keyakinan dan tidak mengalami keraguan dalam mengambil 

keputusan untuk membeli sapi yang ditawarkan. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Sabbang selaku penjual sapi di Desa 

Malimpung terkait dengan siapa yang seharusnya bertanggung jawab jika janin sapi 

tidak lahir atau mati: 

“Yake masalah tu nak biasana pole kejadiangnga. Yake sebelum di sepakati jual 

beli, ya pasti tanggung jawab pabalung. Nasaba yaku bappa punna saping. Nah yake 

purami nah alli dan di daimi tu pangalli, nah terus janinnya mate tama batangnga. 

Nah tanggung jawabnah ramo tu pangalli. Kita to lako te pegang prinsip sederhana, 

barang yatu pura di paddai, jadi hak na tu pangalli, nah yake deng abala setelah 

sepakat, entah itu magarring, mate atau anangnga njonah missunang pole batang, 

tenniamo tanggung jawabku sebagai pabalung. Tapi biasana tattai kupawang jolo 

kondisina mattongang tongang sebelum ku balung. Supaya pangalli mengerti taeng 

peselisihan.”
69

 

Artinya: 

―Kalau soal itu, Nak, biasanya tergantung kapan kejadianya. Kalau sebelum akad 

jual beli, ya tentu tanggung jawab penjual, karena waktu itu sapi masih milik saya. 

Tapi kalau sudah dibeli dan diserahkan ke pembeli, terus janinnya mati di kandungan, 

ya itu sudah jadi tanggung jawab pembeli. Kami di sini pegang prinsip sederhana: 

barang yang sudah diserahkan, berarti sudah jadi hak milik pembeli. Jadi kalau ada 

risiko setelah akad entah sakit, mati, atau anaknya nggak lahir itu sudah bukan 

tanggungan penjual. Tapi biasanya saya tetap kasih tahu kondisinya sejujur mungkin 

sebelum jual, biar pembeli paham dan tidak ada salah paham.‖ 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tanggung jawab atas 

kondisi sapi ditentukan oleh waktu terjadinya peristiwa dan status kepemilikan pada 

saat itu. Apabila suatu kejadian, seperti kematian janin dalam kandungan, terjadi 

sebelum akad jual beli, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penjual karena sapi 

masih berada dalam kepemilikannya. Namun, apabila peristiwa tersebut terjadi setelah 

akad dan penyerahan sapi kepada pembeli, maka tanggung jawab sepenuhnya beralih 

kepada pembeli. Prinsip yang dipegang oleh masyarakat setempat adalah bahwa barang 

yang telah diserahkan berarti telah menjadi hak milik pembeli, sehingga segala risiko 

setelah transaksi bukan lagi tanggungan penjual. Meskipun demikian, penjual tetap 

berusaha memberikan informasi secara jujur mengenai kondisi sapi sebelum akad 

dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan dalam 

transaksi. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Jumaeda selaku pembeli sapi di Desa 

Mlaimpung terkait dengan keputusan membeli sapi bunting dilakukan atas dasar 

paksaan atau kebutuhan mendesak: 

“Njo ku terpaksa nasaba. Kuaalli sah meloa nah kukussengmi mi resikona, nah 

pabballu to jujur tentang kondisina te saping, jaji merasa yakin a meloa malli te 

saping dalam keadaang kibatang.”
70

 

 

 

Artinya: 

―Saya tidak terpaksa karena, saya beli memang mau dan sudah memperhitungkan 

atau tahu dengan risikonya, dan penjual juga jujur mengenai kondisi sapi, jadi saya 

merasa yakin untuk membeli sapi tersebut dalam kondisi hamil.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli menyatakan 

tidak adanya unsur paksaan dalam transaksi jual beli sapi bunting. Pembelian 

dilakukan atas dasar kemauan sendiri setelah mempertimbangkan serta memahami 

risiko yang mungkin timbul. Selain itu, sikap jujur penjual dalam menyampaikan 
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kondisi sapi, termasuk status kebuntingannya, turut menumbuhkan rasa yakin pada 

pembeli untuk melakukan transaksi jual beli sapi dalam kondisi hamil. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Jumaeda selaku pembeli sapi di Desa 

Malimpung terkait dengan apakah jual beli sapi bunting diperbolehkan dalam hukum 

Islam: 

“Yake masalah tu njo ke mengertia secara pasti patembonna hukum na lalang 

jual beli saping yatu ki batang menurut islam, nasaba yaku mengikura e kebiasaan 

yatu nah jama masyaraka.”
71

 

 

Artinya: 

―Kalau soal itu saya tidak tahu secara pasti bagaimana hukumnya dalam jual beli 

sapi yang sedang hamil menurut Islam, karena saya hanya ikut kebiasaan yang sudah 

biasa dilakukan di masyarakat.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli menyatakan 

bahwa ia tidak mengetahui secara pasti hukum jual beli sapi bunting menurut 

perspektif Islam. Pembeli menjelaskan bahwa tindakannya lebih didasarkan pada 

kebiasaan dan praktik yang umum dilakukan dalam masyarakat, sehingga keputusan 

pembelian mengikuti aturan sosial yang sudah berlaku di masyarakat, meskipun tidak 

secara spesifik merujuk pada ketentuan hukum ekonomi syariah. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Sabbang selaku Peternak sapi di Desa 

Malimpung terkait dengan apakah jual beli sapi bunting diperbolehkan dalam hukum 

Islam, yaitu: 

“Menurutku yaku ke jual beli saping kibatang, nakulle bang selama dilakukang 

dengan jujur nah pada pada melo. Yake soal hallala atau njoo menurutku islam. Njo 

kukusseng ladai Ku kitai kana kondisi sapingnga dan hargana di sepakati lakotu.”
72

 

 

Artinya: 
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―Menurut saya, jual beli sapi bunting itu boleh saja selama dilakukan dengan 

jujur dan sama-sama ridha. Soal halal atau tidaknya menurut Islam, saya tidak tahu 

pasti. Saya hanya melihat kondisi sapinya jelas dan harganya disepakati bersama.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli menyatakan 

bahwa praktik jual beli sapi bunting dianggap diperbolehkan selama dilakukan dengan 

prinsip kejujuran dari penjual dan adanya kerelaan (ridha) dari pihak pembeli. 

Mengenai status hukumnya dalam perspektif Islam, pembeli mengaku tidak 

mengetahui secara pasti. Yang menjadi perhatian utama pembeli adalah kejelasan 

kondisi sapi dan kesepakatan harga yang dilakukan bersama, sehingga transaksi 

dianggap adil dan transparan. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Muhammad Irfan selaku peternak sapi di 

Desa Malimpung terkait apakah jual beli sapi bunting diperbolehkan dalam hukum 

islam, yaitu: 

“dewisseng laddai yako menurutna agamae nasaba iyero kupahang e lattu 

sekarang narekko pada padaki sepakat sibawa deaga tau narugikan ya nappai ubalu 

iyetu apa apae.”
73

 

 

Artinya: 

―Kalau ditanya soal hukumnya dalam Islam, saya tidak terlalu tahu. Yang saya 

pahami selama ini, kalau sama-sama sepakat dan tidak ada yang dirugikan, ya biasanya 

tetap dilakukan.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara, pembeli menyatakan bahwa praktik jual beli sapi 

bunting dianggap diperbolehkan selama dilakukan dengan prinsip kejujuran dari 

penjual dan adanya kerelaan (ridha) dari pihak pembeli. Mengenai status hukumnya 

dalam perspektif Islam, pembeli mengaku tidak mengetahui secara pasti. Yang menjadi 

perhatian utama pembeli adalah kejelasan kondisi sapi dan kesepakatan harga yang 

dilakukan bersama, sehingga transaksi dianggap adil dan transparan. 
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Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Jumaeda selaku pembeli sapi bunting 

terkait apakah keberatan membeli sapi yang sedang bunting, mengingat harganya 

biasanya lebih mahal: 

“Ke yatu njobang ke keberatangnga, memang harga nah lebih matandre di 

banding sapung yatu kibatang, tapi pura bang ku pertimbangkan pole awal. Nasaba 

yake indona maballo, mani seha, mani pakkaleangnga magala, biasana anangnga 

sapingnga to maballo mati. Jadi hargana lebih matandre, mittamabang akkalang.” 

 

Artinya: 

―Kalau itu saya tidak keberatan, memang harganya lebih tinggi dibandingkan 

sapi yang tidak hamil, tapi itu sudah saya pertimbangkan dari awal. Karena kalau 

induknya bagus, sehat, dan badannya kuat, biasanya anak sapinya juga bagus nantinya, 

jadi harganya lebih mahal itu masih masuk akal.‖ 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli menyatakan 

tidak keberatan terhadap harga sapi bunting yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

sapi yang tidak hamil. Perbedaan harga tersebut telah dipertimbangkan sejak awal oleh 

pembeli dengan memperhatikan kualitas induk sapi, khususnya kondisi kesehatan, 

kekuatan fisik, dan postur tubuhnya. Menurut pembeli, induk sapi yang sehat dan 

berkualitas cenderung menghasilkan anak sapi yang baik, sehingga penetapan harga 

yang lebih tinggi dinilai wajar dan rasional dalam praktik jual beli sapi bunting. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Suri selaku pembeli sapi di Desa Malimpung 

terkait apakah keberatan membeli sapi yang sedang bunting, mengingat harganya 

biasanya lebih mahal: 

“Yake di kua keberatan tentu yaku pertinbangkan harga yang lebih masuli di 

bandingkan samping yaty njonah kibatang. Tapi yaku njoke terlalu keberatan selama 

kondisi saping memang betul betul kibatang dan maleke. Yatu parallu bagu yaku 

adalah deng kejelasan mengenai kibatangnga te saping. Yake memanb deng bukti 

kibatang dan maleke yaku baja lebih matandre.”
74
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Artinya: 

―Kalau dibilang keberatan, tentu saya mempertimbangkan harga yang lebih 

mahal dibanding sapi yang tidak bunting. Namun, saya tidak terlalu keberatan selama 

kondisi sapi memang benar-benar bunting dan sehat, Yang penting bagi saya adalah 

adanya kejelasan mengenai kebuntingan sapi tersebut. Jika memang terbukti bunting 

dan kondisinya baik, saya bersedia membayar lebih. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Pembeli pada dasarnya 

memahami dan menerima harga sapi bunting yang lebih tinggi dibandingkan sapi yang 

tidak bunting. Namun, kesediaan untuk membayar harga yang lebih mahal bergantung 

pada adanya kepastian bahwa sapi tersebut benar-benar bunting dan dalam kondisi 

sehat. Dengan demikian, kejelasan informasi mengenai status kebuntingan dan 

kesehatan sapi menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian serta 

penerimaan terhadap harga yang lebih tinggi. 

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Malimpung, diperoleh 

beberapa temuan penting mengenai praktik jual beli sapi bunting. Proses jual beli sapi 

di desa tersebut umumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. 

Pembeli datang untuk melihat kondisi fisik sapi sebelum melakukan transaksi, 

sementara penjual memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kondisi 

sebenarnya dari sapi yang dijual, termasuk apabila sapi tersebut sedang bunting. 

Pemeriksaan terhadap kebuntingan sapi dilakukan dengan cara sederhana, yaitu 

melalui pengamatan terhadap tanda-tanda fisik pada bagian perut sapi. 

Adapun hasil wawancara dengan penjual dan pembeli sapi di Desa Malimpung, 

ditemukan beberapa praktik jual beli sapi bunting yang dalam pelaksanaannya 

berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perspektif 

hukum ekonomi syariah. Meskipun transaksi dilakukan secara terbuka, jujur, dan atas 

dasar kerelaan kedua belah pihak, terdapat aspek substantif dalam akad yang perlu 

dikritisi secara syar‗i. 

Salah satu temuan yang bertentangan dengan hukum Islam adalah objek akad 

yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar). Dalam praktik jual beli sapi bunting, 
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harga sapi tidak hanya didasarkan pada keberadaan induk sapi yang nyata dan dapat 

diserahterimakan, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan janin dalam kandungan 

yang belum jelas kepastian hidup, mati, atau kualitasnya. Padahal dalam hukum Islam, 

objek jual beli harus jelas, dapat diserahkan, dan tidak mengandung unsur spekulasi 

yang tinggi. Janin dalam kandungan termasuk objek yang belum pasti keberadaannya 

di masa depan, sehingga berpotensi masuk dalam kategori bai‗ al-ḥaml, yaitu jual beli 

terhadap sesuatu yang masih berada dalam kandungan, yang oleh mayoritas ulama 

dipandang tidak sah apabila janin tersebut menjadi bagian dari objek akad utama. 

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara 

praktik jual beli sapi bunting di masyarakat Desa Malimpung dengan ketentuan hukum 

Islam. Praktik tersebut secara sosial dianggap wajar, adil, dan menguntungkan, namun 

secara normatif syariah masih mengandung unsur yang bertentangan, terutama terkait 

kejelasan objek akad, unsur gharar, serta ketidaktahuan pelaku terhadap hukum jual 

beli dalam Islam. Temuan ini menjadi penting sebagai dasar analisis hukum ekonomi 

syariah terhadap praktik jual beli sapi bunting yang berkembang di masyarakat. 

B. Akad Yang Dipakai Dalam Jual Beli Sapi Hamil atau Bunting di Desa 

Malimpung 

Berdasarkan pemaparan di atas, praktik akad jual beli sapi bunting yang terjadi di 

desa malimpung yaitu Pembeli datang untuk melihat kondisi fisik sapi sebelum 

melakukan transaksi, sementara penjual memiliki tanggung jawab moral untuk 

menyampaikan kondisi sebenarnya dari sapi yang dijual, termasuk apabila sapi tersebut 

sedang bunting. Pemeriksaan terhadap kebuntingan sapi dilakukan dengan cara 

sederhana, yaitu melalui pengamatan terhadap tanda-tanda fisik pada bagian perut sapi. 

Namun praktik tersebut secara sosial dianggap wajar, adil, dan menguntungkan, namun 

secara normatif syariah masih mengandung unsur yang bertentangan, terutama terkait 

kejelasan objek akad, unsur gharar, serta ketidaktahuan pelaku terhadap hukum jual 

beli dalam Islam. 
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Jadi dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa akad 

yang digunakan dalam praktik jual beli sapi bunting di desa malimpung, diantaranya: 

1. Akad Bai‗al-Ḥaml (Jual Beli Janin dalam Kandungan) 

Secara etimologis, Bai‗al-Ḥaml (         ) berarti jual beli terhadap janin 

hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya. Dalam terminologi 

fikih muamalah, Bai‗al-Ḥaml diartikan sebagai akad jual beli yang objeknya 

belum jelas wujudnya dan belum dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, 

karena janin masih berada dalam rahim induk. Dengan demikian, Bai‗al-Ḥaml 

termasuk dalam kategori jual beli barang yang belum ada (bai‗al-ma‗dum) atau 

mengandung ketidakpastian (gharar). 

Larangan terhadap Bai‗al-Ḥaml didasarkan pada prinsip bahwa objek jual 

beli harus jelas, ada (ma‗dûm tidak boleh), dapat diserahterimakan, dan 

diketahui sifat-sifatnya. Janin dalam kandungan belum dapat dipastikan akan 

lahir hidup, sehat, atau bahkan lahir sama sekali. Ketidakpastian ini 

menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari, sehingga bertentangan dengan 

tujuan syariat dalam menjaga keadilan dan menghindari mudarat dalam 

transaksi. 

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‗iyah, dan 

Hanabilah sepakat bahwa Bai‗ al-Ḥaml tidak sah apabila janin dijadikan sebagai 

objek utama jual beli. Namun, terdapat pengecualian apabila janin tersebut 

mengikuti induknya, yakni induk sapi dijual secara sah, sementara janin di 

dalam kandungan tidak dipisahkan sebagai objek transaksi tersendiri. Dalam 

kondisi ini, jual beli tetap sah karena objek utamanya jelas dan dapat 

diserahterimakan.
75

 

2. Akad Bai‗ Gharar 

Akad Bai‗ Gharar adalah akad jual beli yang mengandung unsur gharar, 

yaitu ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan terhadap objek, 
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harga, atau waktu penyerahan barang sehingga berpotensi menimbulkan 

sengketa antara para pihak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad yang 

mengandung gharar dilarang dan dinyatakan tidak sah, khususnya apabila gharar 

tersebut tergolong gharar fāḥish (berat/tinggi). 

Secara bahasa, gharar berarti bahaya, risiko, atau sesuatu yang akibatnya 

tidak diketahui. Secara istilah fiqh, gharar didefinisikan sebagai transaksi yang 

objeknya tidak jelas keberadaannya, sifatnya, jumlahnya, atau kemampuan 

untuk diserahterimakan. Contohnya adalah menjual ikan yang masih di laut, 

burung yang masih terbang bebas, atau menjual janin hewan yang masih berada 

dalam kandungan (Bai‗al-Ḥaml). Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip 

keadilan dan keterbukaan dalam muamalah Islam. 

Dalam kajian fiqh, gharar dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, gharar yasīr 

(ringan), yaitu ketidakjelasan kecil yang sulit dihindari dan masih ditoleransi, 

seperti ketidakpastian detail kecil pada barang yang secara umum sudah 

diketahui. Kedua, gharar fāḥish (berat), yaitu ketidakjelasan yang dominan dan 

menjadi inti akad, sehingga akad tersebut menjadi batal atau fasid. Bai‗Gharar 

yang dilarang adalah yang termasuk kategori gharar fāḥish.
76

 

3. Akad yang Menyerupai Maisir (Spekulatif) 

Akad yang Menyerupai Maisir (Spekulatif) adalah bentuk akad atau 

transaksi muamalah yang mengandung unsur untung-untungan, perjudian, atau 

spekulasi berlebihan, sehingga keuntungan salah satu pihak bergantung pada 

kerugian pihak lain tanpa adanya aktivitas usaha yang nyata dan produktif. 

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad yang menyerupai maisir diharamkan 

karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan kemaslahatan. 

Secara bahasa, maisir diartikan sebagai sesuatu yang mudah atau 

mendapatkan sesuatu tanpa memerlukan usaha. Dalam istilah syariah, maisir 

dijelaskan sebagai permainan atau transaksi dengan hasil yang tidak pasti yang 
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ditentukan oleh keberuntungan, di mana satu pihak dapat memperoleh 

keuntungan yang besar sementara pihak lainnya mengalami kerugian, tanpa 

adanya pertukaran keuntungan yang seimbang. Unsur utama dari maisir meliputi 

penampilan hasil, spekulasi, dan taruhan. 

Akad yang menyerupai maisir biasanya memiliki ciri-ciri, antara lain: 

adanya ketidakpastian hasil transaksi, ketergantungan pada peristiwa yang 

belum tentu terjadi, serta adanya unsur taruhan antara para pihak. Contohnya 

adalah transaksi jual beli yang digantungkan pada kejadian di masa depan yang 

tidak jelas, taruhan dalam bentuk apa pun, serta jual beli yang menyerupai 

perjudian karena keuntungan diperoleh bukan dari proses produksi atau 

pertukaran riil, melainkan dari spekulasi. Larangan akad yang menyerupai 

maisir didasarkan pada Al-Qur‘an dan hadis Nabi Muhammad yang secara tegas 

mengharamkan maisir. Dalam praktik muamalah, larangan ini bertujuan untuk 

mencegah eksploitasi, ketidakadilan, dan kerusakan harta, serta menjaga agar 

aktivitas ekonomi berjalan secara produktif dan bertanggung jawab. Oleh karena 

itu, setiap akad harus didasarkan pada kejelasan objek, kepastian hak dan 

kewajiban, serta adanya nilai manfaat yang nyata.
77

 

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi 

Hamil atau Bunting di Desa Malimpung 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik jual beli sapi bunting di Desa 

Malimpung dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan 

mempertimbangkan kondisi fisik sapi dan informasi kebuntingan dari penjual. 

Meskipun praktik tersebut dilakukan dengan kerelaan dan kejujuran, dari sisi hukum 

ekonomi syariah masih terdapat unsur ketidakpastian (gharar) yang cukup tinggi 
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karena keberadaan janin dalam kandungan tidak jelas wujud, kondisi, maupun 

kepastian hidupnya.  

Dalam syariat Islam, transaksi yang objeknya tidak jelas atau belum dapat 

diserahterimakan disebut bai‗ al-ma‗dum, dan termasuk kategori bai‗ al-ḥaml, yaitu 

jual beli terhadap janin hewan yang masih di dalam kandungan. Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah 

melarang bentuk transaksi semacam ini dalam hadis: 

 

                                    صلى الله عليه وسلم                    

Terjemahannya: 

―Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang jual beli ḥabal al-ḥabalah.‖ (HR. Bukhari dan 

Muslim).‖
78

 

Mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‗iyah, dan Hanabilah) menyatakan 

bahwa jual beli janin dalam kandungan tidak sah apabila janin dijadikan sebagai objek 

utama akad. Namun, bila induk sapi dijadikan objek utama dan janin hanya 

mengikutinya, maka akad tersebut tetap sah karena objek utama telah memenuhi syarat 

kejelasan dan keberadaan. Ibn Qudāmah (ulama mazhab Hanbali) menjelaskan bahwa 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang bai‗ ḥabal al-ḥabalah (jual beli janin dalam kandungan). Beliau 

menegaskan bahwa jual beli janin secara terpisah tidak sah, tetapi boleh bila janin ikut 

dijual bersama induknya karena induk merupakan objek utama yang jelas dan dapat 

diserahterimakan. 

 

                                                               
                                        لا                

Terjemahaanya: 

―Apabila seseorang menjual unta yang sedang bunting, maka janin yang ada 

di dalamnya termasuk dalam jual beli tersebut, dan tidak ada perbedaan pendapat 

tentang hal ini karena janin mengikuti induknya.‖
79
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Adapun Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dalam praktik jual 

beli sapi yang masih dalam kandungan di Desa Malimpung, diantaranya: 

1. Prinsip Al-‗Adl (Keadilan) 

Prinsip al-‗adl menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara 

pihak yang bertransaksi, serta mencegah segala bentuk kezhaliman atau 

ketimpangan ekonomi. Dalam konteks hasil temuan, masyarakat Desa 

Malimpung melakukan transaksi jual beli sapi bunting secara langsung dan 

terbuka antara penjual dan pembeli. Secara sosial, praktik ini dianggap adil 

karena dilakukan dengan kesepakatan bersama. Namun, dari perspektif hukum 

ekonomi syariah, unsur keadilan belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapat 

objek jual beli yang tidak jelas, yaitu janin sapi dalam kandungan yang belum 

pasti keberadaannya, hidup atau mati, serta kualitasnya. 

Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan salah satu pihak menanggung risiko 

yang tidak seimbang (misalnya pembeli mengalami kerugian jika janin gugur 

setelah transaksi). Oleh sebab itu, dari prinsip al-‗adl, praktik ini belum 

memenuhi standar keadilan syariah, karena keadilan dalam Islam harus 

mencakup kejelasan hak milik dan nilai tukar yang sepadan. 

Allah Berfirmaan dalam (QS. An-Nahl (16): 90): 

                               

             

Tejemahannya:  

―Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.‖
80
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2. Prinsip Al-Ridha (Kerelaan) 

Prinsip al-ridha menekankan bahwa transaksi hanya sah apabila dilakukan atas 

dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan, sebagaimana firman Allah 

dalam (QS. An-Nisa (4): 29): 

                            

                      

Terjemahannya: 

 ―wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.‖
81

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, jual beli sapi bunting di Desa Malimpung 

dilakukan dengan kerelaan dan kejujuran kedua pihak, tanpa adanya paksaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa aspek ridha secara sosial sudah terpenuhi. Akan 

tetapi, dalam pandangan hukum ekonomi syariah, ridha saja belum cukup 

menjadikan akad sah apabila terdapat unsur yang dilarang, seperti gharar atau 

maisir. Artinya, meskipun kedua pihak sama-sama rela, akad tetap tidak sah 

secara syariah bila objek jual belinya tidak jelas.  

Dengan demikian, prinsip al-ridha dalam praktik ini terpenuhi secara moral, 

tetapi tidak secara normatif syariah, karena kerelaan harus disertai dengan 

kejelasan dan keabsahan objek akad. 

3. Prinsip Transparansi (At-Ta‗āruf wa At-Tabayyun) 

Prinsip at-ta‗āruf dan at-tabayyun mengandung makna keterbukaan 

informasi dan kejelasan dalam transaksi. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap 

penjual wajib menjelaskan kondisi barang yang diperjualbelikan agar tidak 

terjadi penipuan (gharar atau tadlis).  
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Allah Berfirmaan dalam (QS. Al-Hujurat (49); 6): 

                                         

      

 

Terjemahannya: 

―Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 

yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.‖
82

 

Dari hasil penelitian, penjual di Desa Malimpung memiliki tanggung jawab 

moral untuk menyampaikan bahwa sapi yang dijual dalam kondisi bunting, 

tetapi pemeriksaan dilakukan hanya secara sederhana, yakni melalui 

pengamatan fisik pada perut sapi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi 

belum sepenuhnya terpenuhi, karena tidak ada pemeriksaan medis yang 

memastikan kebenaran kebuntingan sapi. Akibatnya, informasi yang diterima 

pembeli bisa saja kurang akurat, menimbulkan potensi sengketa setelah akad.  

Secara syariah, at-tabayyun menuntut agar seluruh informasi tentang objek 

transaksi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, praktik di Desa 

Malimpung masih perlu peningkatan dalam aspek keterbukaan dan kejelasan 

agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. 

4. Prinsip Larangan Gharar (Ketidakpastian) 

Prinsip larangan gharar melarang segala bentuk transaksi yang mengandung 

unsur ketidakpastian besar terhadap objek, harga, atau waktu penyerahan. 

Dalam hasil temuan, praktik jual beli sapi bunting mengandung unsur gharar 

fāḥish (gharar berat), karena janin yang menjadi salah satu faktor penentu harga 

belum jelas kondisi, umur, dan kepastian hidupnya. Ketidakpastian ini 

menjadikan akad berpotensi fasid (rusak) dalam hukum ekonomi syariah, sebab 

akad yang sah menuntut kejelasan (ta‗yin al-ma‗qūd ‗alayh) dan kemampuan 
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menyerahkan objek jual beli (qabd). Dengan demikian, praktik ini bertentangan 

dengan prinsip syariah karena menciptakan risiko dan spekulasi yang 

berlebihan.  

Allah berfirman juga dalam (QS. Al-Baqarah (2): 188), sebagai berikut: 

                                     

              

Terjemahannya: 

―Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.‖
83

 

Prinsip larangan gharar menolak transaksi yang mengandung ketidakpastian, 

dalam jual beli sapi bunting di Desa Malimpung, janin belum pasti hidup atau 

sehat, sehingga akad mengandung gharar dan dianggap fasid secara syariah 

meski tampak adil secara sosial.  

5. Prinsip Larangan Maisir (Spekulasi atau Untung-Untungan) 

Prinsip larangan maisir bertujuan untuk mencegah praktik ekonomi yang 

bersifat spekulatif, di mana keuntungan satu pihak bergantung pada kerugian 

pihak lain tanpa aktivitas ekonomi yang riil. Berdasarkan hasil temuan, praktik 

jual beli sapi bunting di Desa Malimpung memiliki kecenderungan spekulatif, 

karena sebagian harga sapi didasarkan pada dugaan nilai janin dalam kandungan 

yang belum tentu hidup atau sehat. 

Jika janin lahir sehat, pembeli memperoleh keuntungan lebih besar; 

sebaliknya, jika janin gugur, pembeli mengalami kerugian. Pola ini menyerupai 

maisir, karena keuntungan ditentukan oleh peristiwa yang tidak pasti. Dalam 

perspektif hukum ekonomi syariah, hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab 
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transaksi yang benar harus didasarkan pada nilai manfaat yang nyata dan dapat 

dipastikan. 

Allah berfirman juga dalam (QS. Al-Ma‘idah (5): 90) sebagai berikut: 

                                 

           

Terjemahannya: 

―Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.‖
84
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan terkait dengan Analisis Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Di Dalam Kandungan (Studi Kasus 

Di Desa Malimpung Kabupaten Pinrang) maka peneliti menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

A. Praktik jual beli sapi bunting dilakukan secara langsung antara penjual dan 

pembeli. Pembeli datang untuk melihat kondisi fisik sapi, sementara penjual 

menyampaikan secara jujur status kebuntingan, perkiraan usia kandungan, serta 

risiko yang mungkin terjadi. Harga sapi bunting biasanya sedikit lebih tinggi 

dibanding sapi biasa. Transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan dan tanpa 

paksaan, dan Penentuan harga sapi didasarkan pada kondisi kesehatan, ukuran, 

jenis induk sapi, serta status kebuntingannya, dengan selisih harga yang relatif 

kecil dibandingkan sapi yang tidak bunting. 

B. Akad jual beli sapi yang masih di dalam kandungan di Desa Malimpung secara 

tidak langsung mengandung unsur bai‗ al-ḥaml, bai‗ gharar, dan spekulasi yang 

menyerupai maisir, karena janin dalam kandungan ikut diperhitungkan dalam 

transaksi meskipun masyarakat lebih menekankan pada kesepakatan dan kejujuran 

tanpa memahami secara mendalam jenis akad dalam hukum Islam. 

C. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli sapi yang masih 

di dalam kandungan di Desa Malimpung belum sepenuhnya sesuai karena 

mengandung unsur gharar dan potensi maisir, sehingga tidak sah apabila janin 

dijadikan objek utama akad, namun dapat diperbolehkan jika janin hanya 

mengikuti induknya sebagai objek utama yang jelas dan dapat diserahterimakan. 
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B. Saran  

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian 

yaitu:  

1. Masyarakat Desa Malimpung, khususnya penjual dan pembeli sapi, diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan jual beli dalam Islam, 

terutama terkait larangan gharar, bai‗ al-ḥaml, dan transaksi yang bersifat 

spekulatif. Praktik jual beli sapi bunting sebaiknya menegaskan bahwa objek 

utama akad adalah induk sapi, sementara janin dalam kandungan hanya bersifat 

mengikuti (tabi‗), sehingga akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip hukum 

ekonomi syariah. 

2. Penjual disarankan untuk meningkatkan transparansi informasi dengan 

menjelaskan secara lebih rinci kondisi sapi, termasuk status kebuntingan, 

perkiraan usia kandungan, serta risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, penentuan 

harga sebaiknya lebih difokuskan pada kondisi dan kualitas induk sapi, bukan pada 

dugaan nilai janin, guna menghindari unsur gharar dan spekulasi yang berlebihan. 

3. Pembeli diharapkan lebih berhati-hati dan kritis sebelum melakukan transaksi, 

dengan memastikan bahwa akad jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 

Pembeli juga disarankan untuk memahami bahwa risiko yang muncul akibat 

ketidakpastian janin dalam kandungan perlu dipertimbangkan secara matang agar 

tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. 
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BIODATA 

Nama lengkap penulis Sri yuli, lahir pada tanggal 27 

February 2003 di kabupaten Pinrang Sulawasi Selatan, 

penulis merupakan Anak ke dua dari pasangan Mada Basse 

dan Ria. Penulis menganut agama Islam. Penulis pernah 

menempuh pendidikan di TK AL Muhajirin Takkalalla 

timur Lulus pada tahun 2008, dan penulis melanjutkan 

pendidikan di MI DDI Takkalalla timur Lulus pasa Tahun 

2014, setelah itu melanjutkan pendidikan di MTS DDI 

Takkalalla timur Dan Lulus pada Tahun 2017, penulis melanjutkan sekolah di SMK 

Negeri 4 Pinrang Dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan 

pendidikan di perguruan tinggi Di IAIN Pare Pare. Selama menempuh pendidikan 

penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik 

pengalaman akademik maupun non-akademik. Untuk itu penulis mengucapkan terima 

kasih kepada orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik 

dari segi materi/material. Selama menempuh pendidikan di IAIN Pare pare. 

  

 

 


